
   

 

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
 

      

Nomor 

Lampiran 

: 

: 

3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 

- 

Perihal : Persyaratan  kelengkapan  SPTJM bagi 

Usul NI PPPK 

  

 

Kepada Yth. 

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

di  

Tempat 

 

Menyusuli surat kami Nomor 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 

2021, Nomor 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan Nomor 782/B-

MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Usul penetapan NI PPPK secara 

elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, 

Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan 

Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 

Anggaran 2021, dalam Diktum Pertama menyatakan bahwa Setiap pelamar yang melamar 

pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai 

berikut: 

a. Paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional 

yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; 

b. Paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional 

yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madyapemula, 

termapil, dan ahli pertama; 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap 

kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat 

dilakukan tahapan seleksi administrasi. 

 

2. Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) bagi 

calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan Guru dan calon Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala 

Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

 

 

 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 
Laman: www.bkn.go.id ; Pos-el: humas@bkn.go.id 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

     Jakarta, 14 Februari 2022 

ASUS
Line



 

3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka Usul NI PPPK selain memenuhi persyaratan 

 

Demikan kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian 

 

 

 

 

$ 

 

 

Tembusan Yth: 

1. Menteri PANRB; 

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

3. Kepala BKN; 

4. Wakil Kepala BKN; 

5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; 

6. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN; 

7. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

administrasi, Instansi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan 

masa kerja terhadap Calon PPPK yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan dalam Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani diatas meterai   
Rp.  10.000  (Sepuluh  ribu rupiah)  oleh  PPK atau Pejabat  lain serendah-rendahnya 

Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang  membidangi  kepegawaian  secara  kolektif 

sebagaimana contoh dalam lampiran surat ini.  

ASUS
Line



 

 

   Lampiran  

      Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian 

 Badan Kepegawaian Negara 

 Nomor    : 

 Tanggal  : 

 

 

KOP  

INSTANSI 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : 

Jabatan  : 

Instansi  : 

Dengan ini saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi 

dan persyaratan masa kerja calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) tersebut tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi 

baik secara administratif maupun pidana. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

     

………………………., ……………………. 

 

PIMPINAN INSTANSI 

................................................ 

 

(meterai) 

 

…………………………………. 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 

    14 Februari 2022 

ASUS
Line



 

 
DAFTAR NAMA CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

YANG MEMENUHI PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI  

DAN PERSYARATAN MASA KERJA 

 

 

No. Nama Tanggal lahir 
No. Peserta 

Seleksi PPPK 

1    

2    

3    

dst.    

 

 

 

PIMPINAN INSTANSI 

................................................ 

 

(meterai) 

 

…………………………………. 
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